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KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JATIM

KOMISI A (WAQI'IYAH)

Sabtu — Ahad, 18-19 Dzul Qo’dah 1443 / 18-19 Juni 2022
di Yayasan Ki Ageng Muhammad Besari Tegalsari Jetis Ponorogo

1. Memperjuangkan Syariat Islam dalam Bingkai NKRI (Internalisasi Wawasan Kebangsaan Nahdlatul

Ulama)

I. Konsep NU tentang Menjaga dan Mempertahankan NKRI sebagai Negara-Bangsa
Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945

1.

Negara Bangsa

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer,
ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan
yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen.

Mengenai bangsa, dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok manusia yang dianggap
memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya,
dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep
bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah
satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan
filsafat, dan merupakan awal dari ideologi nasionalisme.

Istilah negara bangsa (nation-state) pada dasarnya hanya mengacu pada sebuah negara
yang dihuni oleh satu suku bangsa tertentu, seperti Jepang dan Korea. Namun kemudian
populer sebagai sebuah negara yang berdiri dengan semangat kebangsaan. Yakni
kehendak, cita-cita dan tekad yang kuat untuk membangun masa depan dan kehidupan
bersama dalam naungan satu instansi negara, dengan mengenyampingkan primordial -
suku, agama, ras dan budaya- masing-masing. Definisi ini senada dengan apa yang
disampaikan Syekh Abdullah bin Bayyah dalam kitab Shina’atul Fatwa:
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Dalam hal ini, negara bangsa sebenarnya telah memiliki pondasi, konfirmasi dan
validitasnya dalam negara modern Madinah -juga menjadi inspirasi bangsa Indonesia- yang
diprakarsai oleh Nabi Muhammad Saw. ketika Nabi Muhammad Saw. melihat perpecahan
dari berbagai suku dan kabilah yang masih terkotak-kotak dalam semangat kesukuan dan
kekabilahannya, beliau menawarkan sebuah kesepakatan (dikenal dengan Piagam
Madinah) atau perjanjian bersama yang menjunjung tinggi persatuan, kebebasan
beragama, perdamaian, persamaan hak dan kewajiban. Sebagaimana yang ditegaskan oleh
Sayyid Muhamad Al-Maliki;

gzl 33 IS pae sy U el 2l 3 LW Sl 3t ) whosy akes bl Lo sl 0

! Abdullah bin Bayyah, hal. 382-381 (Maktabah Ar-Robitoh Al-Muhamadiyah)
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Negara modern Madinah didirikan oleh dan untuk seluruh elemen penduduknya. Seluruh
penduduk Madinah memiliki cita-cita yang kuat dan luhur. Mereka berkehendak untuk
membangun masa depan dan kehidupan bersama dalam satu pelukan negara modern
Madinah, tanpa mempersoalkan primordialnya masing-masing. Warga Madinah melebur
dan bersatu dalam satu ikatan kebangsaan. Sebagaimana dalam pasal pertamanya:

dj@\ 093 e 93]
“Sesungguhnya mereka merupakan satu bangsa, bukan dari komunitas yang lain.”?

Persatuan antar warga negara Madinah sebagai bangsa yang satu meniscayakan
persamaan hak dan kewajiban mereka, tanpa membeda-bedakan agama, suku dan latar
belakang lainya. Semua warga negara bertanggung jawab membela, mepertahankan dan
memajukan negaranya;
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“Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban
biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam
ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat.
Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan
diberikan kepada pihak yang teraniaya.”

“Pasal 16 Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan
santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.”

Selain nilai-nilai luhur di atas, piagam madinah juga memberikan jaminan kebebasan
menjalankan agama masing-masing bagi seluruh warga madinah. Tertulis dalam salah satu
pasalnya;

“Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga
(kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim
dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.”

Nilai-nilai Piagam Madinah yang mengikat seluruh penduduknya dalam ikatan satu bangsa,
tentu sebenarnya bukan hanya saja bersifat temporal* atau demi kepentingan politik umat
Islam agar terlepas dari serangan musuh-musuhnya kala itu, melainkan sebagai pondasi

2 Sayyid Muhamad bin Alwi Bin Abbas Al-Maliki Muhamad Insan Al-Kamil Hal. 234

3 Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Hamiri, Sirah an-Nabawiyyah, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi; 1955, cet.
ke-2.), vol. 1, h. 501.

4 Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub lbn Qayyim al-Jauziyyah, Zaad al-Ma’aad, (Beirut; Muassasah ar-Risalah), vol. 3, h. 123.
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dasar yang kokoh. Karena terbukti bahwa umat Islam tetap menjaga hak-hak ahli dzimmah
bahkan setelah Rasulullah Saw. wafat.> Sedangkan peperangan yang dilakukan Nabi Saw.
dan para sahabatnya terhadap Yahudi Madinah, faktor pemicunya adalah mereka merusak
perjanjian yang telah disepakati dengan orang-orang Islam.®

2. Menjaga Persatuan
Salah satu semboyan penting di Indonesia ialah “Bhinneka Tunggal 1ka”, yang berarti
‘Berbeda-beda tapi tetap satu jua’. Hal ini sudah jauh-jauh hari ditegaskan dalam al-Qur’an:

(V¥ 20 e JT) ) "“‘*&jwm\yw\j

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan jangan bercerai berai.” (Q.S. Ali
Imron: 103)

Dalam ayat lain Allah menjelaskan dampak dari perpecahan:

(67 :JwY) .5 L = A &) dy e = G535 1512555 1,255 Y5 D433 401 j,u»\
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang
menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sungguh
Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. al-Anfal: 46)

Terkait ayat ini, salah seorang Ahli Tafsir al-lmam Abu Hayyan dalam Tafsir al-Bahr al-
Muhith menjelaskan, perpecahan mengakibatkan kehancuran yang membuat para
penjajah mudah menguasai sebuah negara.”

(M\ Auéajjm‘ua.b-d\obj) u\.\.c J.d\éjwf" \.a.;\é

“Di dalam persatuan terdapat rahmat dan di dalam perpecahan terdapat azab.” (H.R. al-
Dailami, dha’if namun punya syawahid).®

5 Abdullah bin Ibrahim Zaid al-Kailani al-Yamani, as-Siyasah as-Syar’iyyah Madkhal lla Tajdid al-Khitab al-Islami, tp. tt. h. 198.
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6 Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zaad al-Ma’aad, (Beirut; Muassasah ar-Risalah), vol. 3, h. 123.
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7 Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhit, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyah, 1422 H/2002 M), vol. 4, h. 499.
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8 Syaikh Isma’il bin Muhammad al-Jarahi al-‘Ajluni al-Syafi’i, Kasyfu al-Khafa wa Muzil al-llbas Mimma Isytahara min al-Ahadits
‘ala Alsinah al-Nas, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah), vol. 1, h. 298
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Dengan demikian, dalam rangka menjaga eksistensi NKRI, kita semua perlu memperkokoh
persatuan serta mengesampingkan rasisme dan fanatik kesukuan.

Hadrotussyekh Hasyim As’ari menjelaskan dengan logis akan pentingya persatuan dan
merapatkan barisan antar warga negara:

e S 3 Bl Sl 55801 3Y 2 syl 5 1 Y S 3 e e
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“Maklum adanya, manusia tidak bisa lepas dari perkumpulan dan bersosial dengan
sesamanya. Karena seorang diri tidak mungkin dia bisa memenuhi segala kebutuhanya.
Sebuah keniscayaan manusia membutuhkan persatuan agar bisa menarik kebaikan dan

menolak bahaya dan keburukan. Persatuan, saling menolong serta menyatukan visi antar
warga negara merupakan salah satu sebab yang paling kuat dalam memajukan bangsa.”

Senada dengan Hadrotussyekh, Syekh Sa’id Romdhon Al-Butiy menegaskan bahwa negara
tidak mungkin maju dan bangkit kecuali atas dasar persatuan dan saling bergotong royong
antar elemen bangsa:
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Dalam konteks negara bangsa, persatuan yang harus dijaga tidak hanya terbatas satu
golongan ormas tertentu. Melainkan antara umat islam secara menyeluruh baik yang satu
ormas atau pun tidak juga harus dijaga. Bahkan persatuan antar umat beragama pun wajib
diupayakan demi mewujudkan cita-cita bangsa. Namun demikian, setiap umat islam wajib
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Al-Hakim an-Naisaburi, al-Mustadrik ‘ala as-Shahihain. (Kairo: Dar al-Haramain, cet 1, tahun 1997 M), vol. 5, h. 17.
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membentengi dan memperkokoh akidahnya masing-masing. Jangan sampai persatuan ini
menjadikan akidah umat islam terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang
menyimpang. Imam Ghozali mengingatkan betapa bahayanya akidah-akidah yang
meyimpang dan pentingnya menutup segala celah datangnya pemahaman tersebut;

do 22 WS 3l lpaiiel ofy e el o S5 Ll et O ioks WS gl 0318
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Cinta Tanah Air

Cinta tanah air yang terpatri dalam sanubari kerap diistilahkan dengan nasionalisme,
merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasionalisme diartikan dengan
kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-
sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran
dan kekuatan sebuah bangsa, atau juga dibahasakan dengan semangat kebangsaan.*?

Pendek kata, nasionalisme adalah paham kebangsaan (persatuan bangsa) dan cinta tanah
air. Nasionalisme harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa demi menjaga
semangat mempertahankan, siap berkorban dan berjuang demi bangsa, sehingga tetap
lestari dan kemajemukannya baik di bidang agama, suku dan budaya dapat terpelihara
menjadi kekuatan riil yang memperkokoh kedaulatannya.

Menurut perspektif Islam, rasa nasionalisme semacam ini telah dicontohkan oleh
Rasulullah Saw. dalam salah satu redaksi hadis dikatakan:

,”).L;i;g,fLgfj;g;\sia3\?3;3235.?\)&;3\%\4\‘,)»&\#,&;”»\;og
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"Ketika Rasulullah Saw. pulang dari bepergian dan melihat dinding kota Madinah, beliau
mempercepat laju ontanya; dan bila mengendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau
gerak-gerakkan karena cintanya pada Madinah." (H.R. al-Bukhari)

Di sisi lain, Syaikh al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani menegaskan:

o oad B CS sy 7Ea 85 35a 0 Jhab 8 V5 edadl 35
“Dalam hadis itu terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya
mencintai tanah air serta merindukannya.” 3

Dalam potret sirah nabiwiyyah lainnya dikisahkan, di tengah perjalanan hijrah ke Madinah,
Rasulullah Saw. sangat merindukan Makkah, tanah kelahirannya. Jibril As. datang bertanya:
"Apakah Engkau merindukan negerimu?" Rasulullah Saw. menjawab: "Ya". Lalu turunlah
ayat:

Ao : aaill) S\as él 32\;3 fﬂ}ﬁ\ e :/’ u;js @é\i\ 31
"Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (melaksanakan hukum-hukum) al-
Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali (Makkah)." (Q.S. al-
Qashash: 85)™*

H(rev [0) ool pake sl

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3 1bn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari vol. 3, h. 705.

14 Ali bin Muhammad al-Baghdadi, Tafsir al-Khazin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), vol. 6, h. 249.
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Sedangkan, menurut pandangan Syaikh Isma'il Haqqi dalam Tafsir Ruh al-Bayan, pada ayat
itu terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman.*°

Sehingga, nasionalisme tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, bahkan sebenarnya
justru dapat menjadi media yang mengejawentahkan ajaran-ajarannya. Semangat
nasionalisme (hubb al-wathan) juga secara tidak langsung dapat menjadi bagian dari
akidah setiap muslim.®

4. Memahami NKRI Harga Mati Secara Realitas Politik
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara bangsa (nation-state)
adalah negara yang dibentuk atas tekad semangat kebangsaan, yakni kehendak, cita-cita,
yang kuat untuk membangun masa depan dan hidup di bawah naungan satu negara,
terlepas dari perbedaan latar belakang agama, ras, etnik, atau golongan. Negara bangsa
tidak didirikan untuk golongan, kelompok, agama atau ras tertentu, tapi dibangun untuk
seluruh elemen bangsa berdasarkan kesepakatan bersama (kontrak sosial).

Dalam pandangan fikih, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara bangsa
wajib dipertahankan dengan dasar beberapa argumentasi berikut:

1) Negara bangsa menemukan inspirasinya dalam negara Madinah yang dibangun Nabi
Muhammad berdasarkan kontrak sosial atau kesepakatan bersama antara seluruh
elemen peduduk Madinah. Negara madinah didirikan untuk seluruh elemen penduduk
madinah, seluruh penduduk Madinah berkehendak kuat, bercita-cita untuk
membangun masa depan dan hidup bersama dalam naungan negara Madinah,
terlepas dari perbedaan agama, suku dan latar belakang primordialnya. Mereka
disatukan dan melebur dalam satu ikatan kebangsaan yang sama, seperti tertuang
dalam salah satu pasal konstitusi negara Madinah:

(A (93 0 g Aol 03]
“Sungguh mereka umat yang satu, bukan komunitas yang lain”*”
oD Oadadd 5 g3 9] e - sl O R Ols
“Kaum Yahudi dari Bani 'Auf satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi
agamanya, dan bagi kaum muslimin agamanya.”*®

2) Islam mewajibkan pemeluknya untuk mendirikan negara (nashb al-imamah), namun
tidak mengatur dan menentukan secara terperinci dan baku bentuk dan sistem
negaranya. Imam al Haramain, berabad-abad lalu menegaskan, di dalam al-Quran dan

o506 Lo 3lasts 2o ) ol By Rapally 2o o Bkl U3y 2l 3 iy ool Lok Al 20 3o ol e e 5ls dianl) ) prlan 5 o 5 U
lae ) alJ oA ke 23 G gy Jas 401 0l = JUB emd JB § 2y J) 3l s d Y8y ol ahe Jy

15 Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Harari al-Syafi’i, Tafsir Hadaiq al-Rauh wa al-Raihan fi rawabi ‘Ulum al-Qur’an, (Beirut:
Dar Thaugqi al-Najat, 1421 H/ 2001 M), vol. 21, h. 309.

Lasge 0 0y Wilbsl ) oF BY1: JUizy 4w 41 3ind gl (bl 187 s 23l ke bl Jgmsy 06 Sl o0 obogl) oo 0 115,180 ) g 3
s d ST pe 0 0l aiby Jl 0ldily bt ange OF 0l 855 ) whally Tam

16 Riyadh Bazo, Ahmiyat Ta’lim ad-Difa’ ‘an al-Wathan h. 25.
LY Gus oo gl Y ey ad UBGay Lo T oylisl ¥ bgll e £ Bl g5y o s A ghl e BU ) § 095 0l gt sl sVl o)
o ey sVl bl o Jam p Ol (g dpoedaly slady oS5 o g s Sl ST llat 3,2 d (bl sl ol s e Bladly L)
Moo Ly bl OIS e g Ball Jazmy Sl
7 1bn Hisyam, Sirah al-Nabawiyah, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al Baby al-Halabi, 1955 M), cet. 2, vol. 1, h. 501.

18 1bid., vol. 1, h. 503.
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hadis tidak terdapat penjelasan mengenai aturan-aturan terperinci dalam sistem dan
bentuk negara:

sl 5 me Bl ikl ooyl Joolis 3 s ) QS o 5 (hazmy § e Y

“Jangan harap ada penjelasan dari al-Quran mengenai aturan aturan terperinci dalam
pemerintahan (imamah). Demikian pula terjadi kekosongan dalam hadis al-mutawatir
tentang hal ini.”*°

Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah memosisikan urusan kenegaraan bersifat dzanni atau
kebenarannya sebatas dugaan, bukan hal baku dan pasti (qath'i). Seperti disampaikan
Imam al-Haramain:

Toladl LY MgV ) 5 J gl odinny Lole Aol Yy (B Js Sliadl sl cyn dalaYl o
F A Fll 3 L gdas Lol

“Isu kepemimpinan (imamah) bukan bagian dari prinsip-prinsip akidah, kepemimpinan
adalah kekuasaan umum. Mayoritas pendapat tentang pemimpin dan kepemimpinan
yang bersifat umum maupun khusus hanya mencapai taraf dugaan (dzanni) saja dalam
ruang penelitian dan penyelidikan.”?°

Dengan pemahaman seperti ini, maka persoalan kenegaraan merupakan domain figh
siyasah (fikih politik) yang dinamis dan terbuka ruang ijtihad selebar-lebamya untuk
menemukan bentuk, sistem dan pola kenegaraan ideal sesuai kemaslahatan.

3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, meski pelaksanaan pengelolaan negara belum
menerapkan hukum-hukum Islam, utamanya berkaitan dengan tathbiq al-hudud tidak
lantas dikatakan negara thogut.?!

4) Mempertahankan NKRI merupakan upaya menghindari disintegrasi bangsa.

Di satu sisi memang kita dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang Islami. Dalam
arti pemerintahan yang 100% menerapkan hukum Islam. Namun di sisi lain, kita juga
harus menjaga keutuhan ikatang negara ini. Karena runtuhnya ikatan negara itu
menyebabkan hancurnya bangsa. Sedangkan hancurnya bangsa berakibat atau
berimbas kepada hancurnya agama. Oleh karenanya, sepanjang pemimpin itu
memperbolehkan umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama, paham Aswaja tidak
memperkenankan memberontak kepada seorang imam meski imam itu dzholim.
Selama kedzoliman itu tidak mengarah pada kekufuran.?? Maka kita berkewajiban
menjaga ikatan negara ini, meskipun pemerintah tidak dapat menerapkan hukum-

1% Abu al-Ma'ali Abd al-Malik al-Haramain, Ghiyats al-Umam fi lltiyats al Dzhulam, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011 M), h. 244.
2 1bid., h. 244.
21 Maimoen Zubair, al-Ulama al-Mujaddidun h. 14-15.
Y o) platd o 31 oo 1 51 BT PSS — 6 5 (3] — Za3gmad) o) ASILI W ) 39k oo i) gl 35y ptad 39| LalB) J2a
ey Loy Ll B ly L] 5900 (3 y5mal L o)) L@.a\su.;w\,n Ll g Loy Slpia Yl g Ler g Uil 3 o0 syl y o 548
(.mjqm&w)ufjwuw‘{J@ﬁmm\wuumj\wmb&a\J} By of o \J\L....um\u.l.ba\l} Qs JU Lle,
Cialll 4 o8 Lgily Al pEY1 G5 2% cniBan JI5Y 0l L Jatlly Lol GUYI By 0l ez g QU5 o a1 Uy dlly Waani
e Al Ul oty el 05 005 0oy SR Al my 231 o Dhoo i g sl s eskall e
22 Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raud ath-Thalib vol. 4, h. 110.
Aol b o 0y £ 5 o png BLBYI f a2 gt s pmde ool ) lpnebly lpna) o angiy opol (o0 1o 558 Lad Sl O 0y ploil dolb o Juad
syl 53 s aly; 425 p0 00 50 Vg Al Lo 0 Bl Lo 6,55l Loy s G oT35 Jly ke 0 ey d i Wy Aol i G i3
25528 ot 5l Lo wiomands oy Aol Cogmg Y1 U3 Juast Yy () b3y SN S a0
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hukum Islam. Dan pemerintah juga tidak bisa memaksa jika realitas politik dapat
mengancam terhadap ikatan negara.

5) Menghindari sikap penghianatan terhadap konsensus bangsa. Yang mana konsesus
tersebut tidak bertentangan dengan syari’at.

Bentuk negara kesatuan adalah kesepakatan yang telah dipilih oleh para founding
father bangsa Indonesia. Itu artinya, merubah sistem negara Indonesia tanpa melalui
jalur yang dibenarkan konstitusi adalah sebuah penghianatan yang dilarang agama;

Qs Jre Jab cpag Dpole dniin ol cpo os palisg aibg yblge 05 O oiall DL (e
22l oblgaly ogilos o ulall aial cyo ikl o 311 0 ) (8 Vs ) 5 Loy O
gl i il Ol i e s O] Wilael e el aiby g% @l QLY 0
aske ) o ) Jgusy 539  obgl) Jorl cym algbly £ B el o301 i 35 w3 DL 1
Lol b Wil 5301 0y JB a3y Gold) llely 5Bl (52 5 obgl) Bl Llag Ll Gl ol

25,056l 15 g2 5 S My 4 12 Y Nyl 0

Kewajiban Taat Pemerintahan Yang Sah
Perihal keharusan menaati pemerintah yang sah ini, Allah Swt. berfirman:

(o8 5 lidl) e 2imle 231 3505 G5 Iyl il gl 1555 5001 G5

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan pemerintah di
antara kalian ...” (QS al-Nisa’ :59)

i

L

Rasulullah Saw. bersabda:

$3 P81 42 G a8 QU 48 T AN a5 oL L3EN (o3 281 JI5 A1 3] (e &)
(o 3913 ol olg5) i) UBLLY)
“Sungguh di antara implementasi mengagungkan Allah adalah memuliakan muslim yang

berusia tua, penghafal al-Quran yang tidak melampaui batas dalam al-Quran dan tidak
mengamalkannya dan memuliakan penguasa yang adil.” (H.R. Abu Dawud, Hasan)

Kenapa pemerintah harus dimuliakan? Syaikh Abdurra’uf al-Munawi dalam al-Taisir bi
Syarh al-Jami’ as-Shaghir (11/138) menjelaskan:

Py 35an g iy ) 2 95 530l 38 ) 3 LSS B
“Karena teraturnya agama hanya dapat dihasilkan dengan ibadah, sementara ibadah tidak
dapat dilakukan tanpa pemimpin yang dipatuhi dan dimuliakan.”?*

Meski demikian, menghormati pemerintah bukan berarti bersikap pasif dan menerima
segala keputusannya. Namun harus diiringi upaya secara berkelanjutan memperjuangkan

2 (5 m0) Ol gems 3 ol 33l Uy ol (300 0 M e (2 ) metel] Dlmin
24 Abdurra’uf al-Munawi, al-Taisir bi Syarh al-Jami’ as-Shaghir, (Riyadh: Maktabah al-Imam as-Syafi’i, 1408 H/1988 M), vol. 2,

(«5Ual cyoy 4l anST) 0oy SVl ke g3 pans (e ST ) oot o (631 Jlal) by LS il oy 5391 by gl (2,31 & il 5 o)

it 4 Sl i analy (5,5 Gl 55 b b) JBge 55me f Uaa plab VI ok Y 53Lally g L] ol plUss Y (401 laf) @l say
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terbangunnya perundang-undangan sesuai nilai-nilai Islam secara konstitusional.?®

Al-lmam an-Nawawi menegaskan ijjma’ ulama, bahwa tindakan makar/pemberontakan
terhadap pemerintah yang sah adalah haram, meski pemerintahan fasik atau zalim:

GrdlB L5156 315 b g R 21558 2 gl &A1 Gy

“Adapun keluar dari ketaatan terhadap penyelenggara negara dan memeranginya maka
hukumnya haram berdasarkan ijma’ ulama, meskipun mereka fasik dan zalim.”?®

Sebab pemberontakan akan mengobarkan fitnah yang sangat besar, pertumpahan darah,
perselisihan antargolongan dan semisalnya.?’ Dengan bahasa lain Dr. Wahbah az-Zuhaili

menegaskan:
07 oF - o af’; - Z 0% it d -3\ - Lz [t /fz e Ww” 4B - ° 1 037 I~
ﬂxr\ .2\.@,«::-\: u\f\i\jw\.&b\.«a’égwy %b\ﬁg\b\w@@w\u&éjj}\jﬁ Yj

1BUE 53,35 5T GUS 55545 2385 48Y1 335 6 Bl 3145
“Tidak dibolehkan memberontak pemerintah sebab kesalahan tidak mendasar yang tidak

menabrak nash qgath’i, baik dihasilkan dengan ijtihad atau tidak, demi menjaga persatuan
umat dan mencegah perpecahan dan pertikaian di antara mereka.”?®

Dalam ajaran dan tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah, tidak pernah ditemukan ‘kamus’
memberontak. Bahkan pelaku pemberontakan disebut Khawarij, meski istilah ini mulanya
hanya mengarah kepada kelompok yang membelot dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib
Ra, namun secara dinamis juga digunakan untuk setiap kelompok yang melakukan tindakan
makar terhadap pemerintah yang sah.?®

6. Kebenaran Nilai-Nilai Pancasila
Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak
bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana kejelasan dibawah ini:

25 Abdurrauf al-Munawi, Faidh al-Qadir, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1415 H/1994), vol. 2, h. 414.
ad oo bly G I oo slae ol s (omell) 2595 Sy D) 28,0 b6 sl o3les 0 g1 (Bmal)) 3L 23 g M) iy (01 )
ey £lolly e g A 85y bl B (0 i b L ogadle]y 30 2SS 42 ool

26 Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, (Bairut: Dari lhya’ at-Turats al-‘Arabi, 1392 H), vol.
12, h. 229.

oA 223 15 0]y bl ¢ Ly ol DSy o 5 A1 ol
27 Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, Ghayah al-Bayan. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyyah), h. 33.
axslb o oYy alis & e ST 50 3 5andll 5 5SC0 ol 13 2y slacll D31 5y <l e 5 U el g Lirly A3y 031 5 Je 3 2
Al O 0l adl ame 2 o Lo sy o0l &
Syaikh Abdurrahman al-Syarbini, Hasyiyah ‘ala al-Ghurar al-Bahiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah), vol. 10, h. 162.
Fo3 asy 38y o8y alaiay L el 51,01 L5 3585 5ol ey 5 )y cn a8y Ladlall Ltk o8- s e A coar By (S5 53 oY 5 )
2 S8 G 5 p il wolye & Lidal G 38ly 13) 4 dind oWl 2 1 Y 6 Lo azyVly S80I G oy
28 Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami, vol. 6, h. 704-705.
29 Abu al-Fadhl as-Senori, Syarh al-Kawakib al-Lamma’ah, (Kediri: PPTQ Lirboyo), h. 13:

il 0352y SN Dl 4 gy ol (0 LSl oy o25gal ity o231y 1 Cisly ) 335 Stkeond |y g4l 3231 agmy AU S FdloleWds
i) g 51 Ll e 7 5 o 55 (sialy sl piSThns s L w113 s 58) oialy 5l Sl s o w113 s )l e 30
Jo 3 U e ga i 0ley G 4BV Olab cpnldl Lo oy o 5Tt ) ZBYN e e a1 (8 7 5 21 O slgus Lo )5 gt 4k Zeld
Gslizsy) ;a1 3 calin ob il 0 agenly cnmlilly Bloeall pll gz 5l CBlglall 5Y 3§ 7 yledh ok Jlanid o) ol B 3 2 =l
i)y
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Dalil-Dalil Pancasila

a. Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara Indonesia dibangun berdasarkan prinsip kebangsaan yang dilandasi nilai
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah disitir di dalam Alquran,

L) SF S NI Y A D) il

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Bagarah: 163).

-

YLALY&\{QL@}SYLQ}N}&{M&&}\G}

880

QJ-*«.&G

¢

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu (Muhammad) melainkan
Kami wahyukan kepadanya: "Bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka
sembahlah Aku.” (Q.S. Al-Anbiya’: 25)

Sila ini juga memberikan gagasan tentang kebebasan memeluk agama, memberikan
jaminan perlindungan serta persamaan hak terhadap setiap pemeluk agama. Hal Ini
sesuai dengan salah satu firman Allah Swt.,

20 Ga 5 55 8 0 398 Y

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya, telah jelas jalan
yang benar daripada jalan yang sesat.” (Q.S. Al-Bagarah: 256).

22 Q) pEm2 o=
“Untukmu agamamu dan untukkulah, agamaku.” (Q.S. Al Kaafirun: 6)

Pada salah satu pasal Piagam Madinah, Nabi Muhammad saw. memberikan kebebasan
bagi penduduk Madinah untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing
penduduk.

\S)
\'-\n

’M 5 a3 Dot ‘,w,,;\ ; \gjsssaggsgtj
“Kaum Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama
mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.”

b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Pada sila kedua, terdapat tiga poin penting yang perlu diperhatikan. Yakni,
‘kemanusiaan’, ‘adil’, dan ‘beradab’. Dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang
diajarkan dalam Islam. Pertama, Kemanusian. Dalam Alquran Allah Swt. Berfirman:

S 5 o8 [ Ahulll; SR 5o (A5 5y A & GAEIRS 53T 3 8 A5
3\.,’9.0.5
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di
daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakan.” (Q.S. Al Isra*: 70). Kedua, Adil. Hal ini sesuai dengan seruan dalam Islam.
Seperti ayat,
QU1 YAl AN

Vol
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Q.S. An-
Nahl: 90) Nabi Muhammad Saw. Juga bersabda:

) E G ) 30 5B S 13 dgfas s 28 13
“Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian

membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha lhsan dan menyukai
orang-orang yang berbuat ihsan.” (H.R. Ath-Thabrani)

Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun. Sekalipun terhadap orang yang dibenci.
Allah Swt. Berfirman:

g,Jw”’u,v.;md\m\ 3y s 3il & sjs.\;\sjswmyésau@” PN

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(Q.S. Al-Ma’idah: 8)

i

Ketiga, Beradab. Ini selaras dengan misi utama Nabi Muhammad saw. yakni,
menyempurnakan etika manusia.

R ‘wy Lia )

“Sesungguhnya, aku hanya diutus untuk menyempurnakan kemulian akhlak.” (H.R. al-
Baihaqi)

c. Persatuan Indonesia
Dalam Islam, sila ketiga ini pada dasarnya sesuai dengan seruan ‘persatuan’ dalam al-
Quran:

}SW’“YJWM\J.&WJ

“Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai
berai.” (Q.S. Al-Imran: 103)

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan persatuan dan melarang perpecahan.
Karena, perpecahan akan menjerumuskan dalam jurang kebinasaan, sementara
persatuan mengantarkan pada jalan keselamatan.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan
Perwakilan
Poin ‘Kerakyatan’ dalam sila ke empat ini menemukan padanan pada Hadis Nabi saw.
yang berbunyi:

aa.,c)é.éjjf.;;jijtij\&gﬂ\ﬂwa)u;Jj@r.‘_w@t’}é__-ﬁ

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpion atas rakyatnya dan
akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (H.R. Muslim)
Sedangkan poin ‘permusyawaratan’ sesuai dengan ayat al-Quran yang berbunyi:

o}/o/ ° }

R S 9 H’:‘J

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.” (Q.S. Asy-
Syura: 38)

Bahkan Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk selalu
bermusyawarah:
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AIE %
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam (seluruh) urusan.” (Q.S. Ali ‘Imran:
159)

Nabi Muhammad Saw. adalah orang yang paling sering melakukan musyawarah
dengan para sahabatnya:

o7 - 3%

ijm\ymwy,w“\m e Bhisfeshu

“Aku tidak melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para
sahabatnya dari Rasulullah Saw.” (H.R. Baihaqi)

Begitupula dengan kata ‘hikmat’, juga sangat mencerminkan nilai-nilai keislaman. Allah
Swt. Berfirman:

S 153 Gl 3B A 655 4 18 (e 18 G5
“Allah Swt. menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan

barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang
banyak.” (Q.S. Al-Bagarah: 269)

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Isi sila kelima ini sejalan dengan perintah Allah Swt. dalam al-Quran yang berbunyi:
sy J3all AL Al &)
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Q.S. An-
Nahl: 90)

Bahkan, sila ini menjadi acuan bagi setiap masyarakat untuk bersikap adil kepada siapa
saja. Allah Swt. berfirman,

Jially 1588 5 L 55 185 1

“Apabila kalian menetapkan hukum diatara manusia, maka putuskanlah secara adil.”
(Q.S. An-Nisa’: 58).

Karenanya, tidak ada alasan lagi bagi bangsa Indonesia untuk menolak Pancasila,
terlebih menganggapnya sebagai taghut. Seluruh sila telah mencerminkan ajaran
dalam kitab suci al-Quran dan hadis, sebagaimana kejelasan yang telah dipaparkan
diatas.

7. Meredam Gejolak Konflik

Gejolak konflik yang terjadi dalam suatu negara merupakan hal yang lumrah, tentunya
kegaduhan tersebut akan mencuat beriringan dengan pemahaman melindungi Islam dalam
arti yang salah. Sebab salah pemahaman terhadap makna melindungi Islam akan
memunculkan berbagai macam tindakan yang memicu terjadinya mudarat. Dalam hal ini
adalah kegaduhan di tengah masyarakat atas tindakan yang dilakukan karena kesalahan
tersebut. Diantaranya, sebagaimana yang dapat kita saksikan dalam portal berita seperti
demonstrasi yang mengatasnamakan bela agama justru terjadi perusakan fasilitas umum,
tindakan anarkis dan lain sebagainya. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan
suatu kegaduhan atau keresahan di masyarakat merupakan hal yang diharamkan oleh
syariat.30

30 Abu Said Muhammad bin Muhammad al-Khadimiy, Barigah Mahmudiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah), vol. 4, h. 54.
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Nabi pernah bersabda bahwa meredam gejolak konflik merupakan sebaik-baiknya
shodaqoh;

ol 15 ¢ o) sl ad]

“Sebaik-baiknya shodaqoh adalah merukunkan dua kelompok yang bertikai.”

Imam al-Munawi dalam kitab Faid al-Qodir menjelaskan arti dari islah pada hadis di atas
adalah memperbaiki kerusakan di antara kaum, menghilangkan fitnah, dan meredam
kekacauan yang terjadi. Sehingga, kita berkeharusan untuk meredam gejolak sebuah
konflik dengan cara tidak ikut meramaikan agenda-agenda yang dapat memecahbelah
bangsa dan menimbulkan disintegrasi.
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8. Bela Negara atas Ancaman Asing dan Separatisme.
Berjihad untuk melindungi dan mempertahankan bangsa dan tanah air yang didasari
semangat nasionalisme dan patriotisme bukan termasuk ashabiyyah yang dilarang Islam.
Sebab yang dimaksud ashabiyyah adalah menolong bangsanya berbuat kezaliman:

~
- w -~
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“Wahai Rasulullah, apakah termasuk ashabiyyah kecintaan orang terhadap bangsanya?
Beliau menjawab: ‘Tidak termasuk ashabiyyah, melainkan ashabiyyah adalah ketika
seseorang menolong bangsanya berbuat zalim’.” (HR Al-Baihaq;i)

Dengan demikian, berperang membela tanah air dengan semangat nasionalisme dan
patriotisme hakikatnya juga merupakan jihad di jalan Allah (fi sabilillah) dan jihad untuk
memperjuangkan agama (li i’la’i kalimatillah). Sebab tanah air merupakan tempat di mana
kita hidup, beribadah, berdakwa, dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dengan
tenang dan leluasa. Ketika tanah air kita dilanda peperangan, konflik dan kekacauan, tentu
kita tidak dapat menjalani kehidupan beragama dengan maksimal.

Sehingga, jihad di jalan Allah dan untuk menegakkan agama tidak bertentangan dan tidak
perlu dipertentangkan dengan jihad mempertahankan tanah air dan kedaulatan negara
yang didasari semangat nasionalisme dan patriotisme. Justru semangat jihad fi sabilillah
dan /i i’lai kalimatillah dapat menjiwai dan mengisi ruh semangat nasionalisme dan
patriotisme.3!

Dalam perang kemerdekaan di berbagai negara-negara muslim, justru para ulama yang
menjadi sosok penuntun dan penggerak semangat nasionalisme dan patriotisme melawan
cengkraman penjajah. Para ulama menjiwai dan mengisi semangat patriotisme dan
nasionalisme dengan ruh dan semangat Islam. Al-Qaradhawi memaparkan:
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31 Abdurrahman al-Mubarkafuri, Tuhfah al-Ahwadzi (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, tth.), V/250.
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“Tidak setiap kecenderungan nasionalisme yang saya ketahui mengarah pada sekularisme.

Bahkan saya banyak melihat kecenderungan nasionalisme mengandung ruh-ruh Islam,
seperti gerakan-gerakan kemerdekaan tanah air di berbagai tempat di wilayah Islam.
Gerakan-gerakan ini, yang berjuang memerangi dan mengusir penjajah dari tanah air dan
memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan, memiliki akar-akar dan semangat (motif)
keislaman, seperti yang terjadi di Aljazair, negara-negara di bagian utara Afrika, dan
banyak daerah di benua Asia dan Afrika. Hal inilah yang diakui oleh sejarawan terkemuka
asal Amerika Bernard Lewis dalam karyanya “Barat dan Timur Tengah”. la menegaskan,
gerakan kemerdekaan di banyak daerah umat Islam dipimpin dan digerakkan oleh para
tokoh agama di berbagai belahan dunia. Sehingga tidak selamanya nasionalisme dan
semangat kebangsaan meniscayakan sekularisme.”

Termasuk Hadlratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama,
dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi 17
Agustus 1945, tiba-tiba tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration) kembali
menduduki Republik Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Kedatangannya
dengan jargon perdamaian ternyata hanyalah tipu muslihat NICA untuk merebut kembali
kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjajah kembali bumi pertiwi. Melihat situsasi itu, Ir.
Soekarno, melalui utusannya meminta fatwa kepada Hadlratussyaikh KH Hasyim ‘Asy’ari:
“Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam atau
membela Alquran?”

Sebagai jawaban atas pertanyaan Soekarno—sebagai pemimpin Indonesia—, serta melihat
ancaman penjajah semakin nyata, pada 17 september 1945, KH Hasyim Asy’ari
mengeluarkan fatwa jihad yang kemudian diikuti dan disebarkan kepada para ulama di
Jawa dan Madura. Inti dari fatwa jihad tersebut adalah:33

1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita sekarang ini
adalah fardlu ‘ain bagi tiap-tiap orang Islam meskipun bagi orang fakir;

2. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta
komplotannya adalah mati syahid;

3. Hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh.

Dari fatwa itu dapat dipahami, bahwa kewajiban jihad memerangi orang-orang kafir, dalam
hal ini NICA dan sekutu, bukanlah karena kekufurannya, dalam arti mereka diperangi bukan
karena perbedaan agama, melainkan karena mereka sebagai penjajah yang menghalangi
kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga dalam poin ketiga, tidak hanya orang kafir, siapa
saja yang memecah belah persatuan bangsa Indonesia pada waktu itu wajib dibunuh.

Dalam konteks hari ini, bela negara tidak hanya khusus dengan bentuk fisik atau
peperangan saja. Karena ketika pemerintah telah membentuk pasukan militer negara dan
menggajinya agar fokus kepada pengabdian kemiliteran, maka rakyat sipil tetap wajib
membela negara dengan cara mencurahkan keahlianya dalam berbagai sektor dan profesi
untuk memenuhi kebutuhan dan membawa kemaslahatan negara. Khususnya dalam sector

32 yusuf al-Qaradhwi, al-Wathan wa al-Muwathanah fi Dhau’ al-Ushul al-‘Aqdiyyah wa al-Magqashid al-Syari’ah, 35-36.
33 Gugun El-Guyanie, Resolusi Jihad Paling Syar’i, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 102-104.
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ekonomi. Sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawi yang dikutip oleh Imam suyuti
dalam kitab Minhaj As-Sawi Fi Tarjamah Al-Imam Al-Nawawi;
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“Jihad tidak hanya dilakukan oleh militer. Presepsi ini yang tidak kita akui, tetapi jihad
hukumnya adalah fardlu kifayah. Ketika pemerintah telah menentukan militer khusus dan
mereka telah mendapatkan gaji dari kas negara, seperti yang terjadi saat ini, maka rakyat
sipil harus tetap melakukan pekerjaan yang membawa kemaslahatan bagi militer, negara,

dan masyarakat lainya seperti pertanian, buruh kerja, pekerjaan lain yang dibutuhkan oleh
masyarakat.”

Walhasil, berperang memiliki waktu dan kondisinya tersendiri. Sesudah fase jihad dalam
era perang kemerdekaan telah selesai, setiap umat islam tetap harus mengejawantahkan
semangat berjihad dengan mempertahankan kedaulatan negara, mengisi kemerdekaan
dengan memajukan, mensejahterakan negaranya dalam sector ekonomi, Pendidikan, serta
mengajarkan dan membumikan ajaran-ajaran Islam di bumi pertiwi.

Il. Memperjuangkan Syariat Islam dalam Bingkai NKRI

Dalam menyongsong Muktamar NU ke 33 di Jombang, PWNU Jawa Timur membentuk tim revisi
buku POA Tahun 2015, untuk dipersiapkan sebagai materi pokok pikiran Jawa Timur.
Pembahasan rancangan materi Muktamar ke 33 di Jombang, cukup dinamis dan beberapa pasal
hasil Muktamar Makassar telah diubah sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan beberapa
diantaranya berubah prinsip dan masih ada kekosongan hukum organisasi yang belum diatur.
Pasal-pasal yang berubah prinsip seperti pemilihan Rais Syuriah dengan sistem Ahlul halli wal
Aqdi (Ahwa) perlu penjabaran teknis, demikian juga pasal-pasal yang bermakna ganda perlu
penjelasan dan mengisi kekosongan aturan organisasi.

Dasar hukum penyusunan Pedoman Organisasi dan Administrasi Tahun 2015 pasca Muktamar
Jombang adalah Pasal 71 ayat (2) ART NU, tentang hak pengurus NU untuk menetapkan
kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART
NU.3

Poin-poin yang ditetapkan dalam forum tersebut diantaranya ialah ikrar Nahdlatul Ulama
sebagaimana berikut:

Satu: Senantiasa menjadikan Khittah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berfikir, bersikap dan
bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi;

Dua: Menghayati, mengamalkan dan mempertahankan Agidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah
secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya Syariat Islam di tengah-tengah
kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tiga: Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan segala
Peraturan Organisasi serta mentaati fatwa para Ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama,
kepentingan umat Islam, dan kepentingan Bangsa serta Negara.3®

(18- 00) sl ple) 25 3 (gaed )

35 pedoman Organisasi dan Administrasi PWNU Jatim, h. 15.
36 |bid., h. 15.
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1. Jihad Konstitusional
Jihad dalam bahasa Arab bermakna mengerahkan segala daya dan kemampuan, atau
beramal semaksimal mungkin.3” Sedangkan dalam perspektif syari’at, jihad memiliki
banyak bentuk, tidak hanya terbatas pada peperangan saja, meski perang menjadi makna
populer jihad dalam perspektif fikih.3® Salah satu bentuk jihad adalah jihad konstitusional.
Jihad konstitusional merupakan upaya memperjuangkan nilai-nilai islam dalam
penyelenggaraan konstitusi negara.

Dalam konteks negara yang bersistem kebangsaan (nation state) seperti Indonesia, ajaran
jihad konstitusional sangat perlu diperjuangkan. Jihad semacam ini dapat diwujudkan
dengan memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan
dengan syari’at Islam. Baik melalui parlementer atau peraturan pemerintah di setiap
masing-masing daerah (PERDA). Berusaha mewujudkan nila-nilai maghosid asy-syar’iyah
dalam penyelenggaraan negara dan mengupayakan pembuatan undang-undang yang adil,
maslahat serta menjauhkan dari kemudaratan merupakan kewajiban bagi setiap warga
negara. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abu Zahrah yang dinukil oleh Syekh
Muhammad Zaki Abdul Bar:
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“Kita berpandangan, penyerapan syariat dalam undang-undang negara bukan saja hal
yang diperbolehkan, melainkan merupakan kewajiban yang niscaya. Sebab kita khawatir,
kelalaian kita dalam hal ini menjadikan negara kita dimasuki oleh undang-undang yang
tidak bersumber dari islam atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai islam.”+

Upaya penyerapan nilai-nilai islam dalam undang-undang harus menyesuaikan realitas
sosial politik dan melalui jalur yang dilegalkan oleh konstitusi. Dalam artian, penyerapan ini
harus mempertimbangkan kemungkinan keberlakuanya dalam masyarakat negara bangsa
yang multi kultural dan majemuk. Hal ini bisa diupayakan melalui tiga metode sebagaimana
yang telah dirumuskan dalam forum bahtsul masail gonunniyah Muktamar Makasar tahun
2010. Yaitu, metode penyerapan syariat secara formal, substansial atau pun esensial.
Secara garis besar, metode ini menjelaskan bahwa penyerapan hukum-hukum islam dalam
hukum negara tidak boleh terdapat deskriminasi atau pengurangan hak-hak warga negara
lainya.

Menurut al-lmam Haromain, di antara hukum islam yang harus diperjuangkan dan
diregulasikan dalam undang-undang adalah ibadah-ibadah yang menjadi syi’ar agama yang
melibatkan kumpulan masa banyak. Seperti ibadah haji, hari raya, ibadah qurban,
permulaan puasa ramadlan dan lain sebagainya. Model ibadah yang seperti ini sangat perlu
diatur oleh pemerintah karena sangat rawan terjadi keos atau pun konflik fisik.3° Adapun

37 Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Badai’ al-Shanai’ Fi Tartib al-Syarai’, Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, cet.
21976 M., VII/97).
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38 Mula Khusru Muhammad al-Hanafi, Durar al-Hukkam Syarh Ghurar al-Ahkam, (ttp.: Dar lhya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth.),
1/281.
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ritual agama yang sifatnya personal seperti sholat dan ibadah-ibadah badaniah lainya tidak
perlu bagi pemerintah membuat regulasi undang-undang yang mengaturnya. Biarkan hal
tersebut menjadi tugas para da’i di setiap daerah masing-masing.*® Selain hukum islam di
atas, segala kepentingan umat islam, seperti yang berkaitan dengan maslahat madrasah
atau pesantren juga harus diperjuangkan dan mendapatkan regulasi khusus dari
pemerintah.

Walhasil, nilai-nilai islam yang diperjuangkan dalam peraturan perundang-undangan harus
sesuai dengan prinsip-prinsip berikut;

a)
b)
c)

d)

Melindungi semua golongan.

Berkeadilan.

Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya yang tidak bertentangan dengan
agama.

Selalu memiliki wawasan kedepan.

Selanjutnya jihad terbagi menjadi beberapa macam sbb;

1)

2)

Jihad Melawan Hawa Nafsu

Jihad melawan hawa nafsu berarti mengontrol nafsu agar melaksanakan perintah dan
menjauhi larangan agama, membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, dan
melakukan amal kebaikan ikhlas semata karena mengharap ridha Allah 4. Jihad ini
disebutkan dalam hadis:

(el o oy) 1985 A28 J250 50l 51

“Jihad paling utama adalah jihad sesorang melawan keinginan dan hawa nafsunya.”
(HR. Ibn an-Najjar)

Jihad melawan hawa nafsu hakikatnya merupakan pondasi utama bagi bentuk jihad-
jihad lain yang harus diprioritaskan, sebab seseorang yang tidak bisa melawan
nafsunya sendiri, tidak mungkin bisa menjalankan perintah jihad.*

Jihad Melawan Kebodohan
Mempelajari dan mencari llmu juga termasuk salah satu bentuk jihad di jalan Allah 4,42
dalam hadis disebutkan:

)
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“Orang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali.”
(HR. at-Tirmidzi)

Di Alquran terdapat isyarat bahwa kesungguhan dalam melaksanakan segala kebaikan,
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41 Al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad, 11/5.
42 Wahbabh al-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, tth.), cet. 12, VIII/5846.
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termasuk mencari ilmu termasuk bagian dari jihad:*3
(©9:S5all) LD S50 G 153515 il

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan)-Ku, benar-benar akan aku
tunjukkan kepada mereka jalan-jalanku.” (QS. al-‘Ankabut: 69)

Ibn Qayyim menjadikan jihad mencari ilmu sebagai tingkatan pertama jihad melawan
nafsu:

5 s g3 a3 [ BialZ H b1 & Ciha & 31 il Sz

“Jihad melawan nafsu memiliki empat tingkatan, pertama: jihad melawan nafsu untuk
mempelajari petunjuk dan agama yang haq.”

Jihad mencari ilmu adalah bagian penting bagi terlaksananya bentuk jihad-jihad lain,
sebab ilmu haruslah didahulukan daripada amal, sebab amal yang tidak didasari ilmu
tidak akan diterima:
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“Seseorang yang beramal tanpa ilmu @ maka amalnya tertolak dan tidak diterima.”

Sehingga jihad mencari ilmu haruslah didahulukan dari jihad-jihad bentuk lain, sebab
orang yang hendak berjihad, baik dalam bentuk peperangan, dakwah, amr ma’ruf nahi
munkar ataupun lainnya, harus lebih dulu mengetahui bagaimana cara melakukannya,
syarat-syarat, batas-batas, dan aturan-aturannya agar jihadnya sesuai dengan
ketentuan yang digariskan syari’at.*®

3) lJihad Mengajarkan dan Mendakwahkan Islam
Sebelum disyari’atkan peperangan, perintah jihad dengan mengajarkan dan
mendakwahkan agama Islam telah diturunkan dalam Alquran, Allah Swt berfirman:

(o5 08 ) oS 15 &y ahinly G BN olad 56
“Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, dan jihadlah terhadap mereka

dengan Alquran dengan jihad yang besar.” (QS. Al-Furgan: 52)

Menurut para pakar tafsir, ayat di atas turun di Makkah, saat peperangan fisik belum
disyari’atkan. Sehingga yang dimaksud perintah jihad pada ayat itu bukan perintah
berperang, namun berjihad dengan berdakwah dengan santun, mengajarkan Alquran
serta menyampaikan segenap pesan-pesannya.’

Ulama mazhab Hanbali memasukkan dakwah mengajak pada agama Islam dan
ajarannya termasuk salah satu jihad yang diperintahkan oleh agama:

2o 1 (558.305) a2 2338 (LIl 8l 6 452) sy 500 564 35 (06 533)
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“Perintah jihad, yakni jihad yang diperintahkan di antaranya jihad dengan hati, seperti

3 Burhanul Islam al-Zarnuji al-Hanafi, Ta’lim al-Muta’allim (Beirut: al-Maktabah al-Islami, cet.1 1981 M.), 88.

4 Al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad, 111/9.

4 |bn Ruslan al-Syafi’i, Mandzumah al-Zubad, 2.

46 |bn al-Haj al-Fasi al-Maliki, al-Madkhal, (Beirut: Dar al-Turats, 1981 M) cet. 1, 1Il/2.

47 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, al-Jihad fi al-Islam (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983 M), cet.1, 20-21.

48 Manshur al-Bahuti al-Hanbali, Kasyaf al-Qina’ ala Matn al-igna’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, tth.), 111/39.
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4)

niat untuk melakukan jihad dan berdakwah mengajak kepada agama Islam serta
syari’atnya.”

Karenanya, tinta yang digunakan ulama untuk berjihad dengan menuliskan ilmunya
dan disebarkan kepada masyarakat lebih utama dibanding darah para syahid yang
gugur saat berperang, Imam al-Subki menyatakan:

w

MG 25 e Jadl DRI 31
“Tinta ulama lebih utama daripada darahnya syuhada.”

Tak hanya mengajarkan dan mendakwahkan ilmu, melakukan amr ma’ruf nahi munkar
baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan sesuai ketentuan-ketentuannya juga
merupakan bagian dari jihad.*®

Jihad Memajukan, Menyejahterakan dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Di antara jihad yang sangat urgen adalah jihad memajukan, menyejahterakan dan
memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai sektor
kehidupan, baik ekonomi, teknologi, industri, pangan, keahlian dalam profesi tertentu,
dan segala upaya yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,
bangsa dan negara. Dalam kitab fikih Hanbali hal ini termasuk dalam jihad yang
diperintahkan agama:

23 ) (552.05) a1 38 (A &80 6 &) 45,5 L1 3H 535 (268 530)

“Perintah jihad, yakni berjihad yang diperintahkan di antaranya adalah jihad dengan

hati seperti bertekat bulat melakukan jihad dan berdakwah mengajak kepada agama
Islam dan syari’atnya.”

Upaya tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa, disebut bela negara. Sehingga
bela negara tidak hanya dilakukan oleh pasukan militer dengan mengangkat senjata
untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, namun juga harus dilakukan oleh
semua warga negara dengan berbagai upaya untuk menciptakan kemajuan dan
kesejahteraan masyarakatnya.

Karenanya, ketika pemerintah telah membentuk pasukan militer negara dan
menggajinya agar fokus kepada pengabdian kemiliteran, bukan berarti kewajiban jihad
tidak lagi dibebankan kepada rakyat sipil, namun dalam keadaan ini rakyat berjihad
dengan mencurahkan keahliannya dalam berbagai sektor dan profesi untuk memenuhi
kebutuhan dan membawa kemaslahatan negara. Sebagaimana disampaikan Imam al-
Nawawi:

A QUL 575 58 U8 o3 UM el 425 0 2A1Ag 5 ez LT 3G 3
(b ad 630 36 £ 00 56 8 o G B 04T Gt ]

L) a8 BN ZEE e b i35 SRa L2531 e 2a 455 2USYT Gl Rlas;
“Jihad tidak hanya dilakukan oleh militer, persepsi ini yang tidak kita akui, tetapi jihad

4 Taqiyyuddin Ali bin Abdul Kafi al-Subki al-Syafi’i, Fatwa al-Subki, (ttp.: Dar al-Ma’arif, tth.), 11/340.
%0 Muhammad bin Yusuf al-‘Abdari al-Maliki, al-Taj wa al-iklil Syarh Mukhtashar al-Khalil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1839 H), 111/346.
51 Al-Bahuti, Kasyaf al-Qina’, 111/36.

52 Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi al-Syafi’i, al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamah al-Imam al-Nawawi, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1988
M), cet.1, 68-69.
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hukumnya fardhu kifayah. Ketika pemerintah telah menentukan tentara khusus dan
mereka mendapatkan gaji dari kas negara, seperti yang terjadi saat ini, maka rakyat
sipil harus tetap melakukan pekerjaan yang membawa kemaslahatan bagi militer,
negara, dan masyarakat seperti pertanian, buruh kerja dan profesi atau pekerjaan lain
yang dibutuhkan masyarakat.”

Berbagai pekerjaan, profesi atau keahlian yang memenuhi kebutuhan dan mendukung
keberlangsungan kehidupan dunia masyarakat merupakan lahan jihad yang menjadi
kewajiban kolektif (fardhu kifayah) seluruh masyarakat.>® Lebih dari itu, menurut Imam
al-Nawawi termasuk kewajiban fardhu kifayah adalah menciptakan kemandirian umat
Islam untuk memproduksi sendiri segala alat kebutuhannya, bahkan kebutuhan akan
jarum sekalipun.>*

5) lJihad Qital

Berperang mengangkat senjata melawan musuh merupakan makna umum dipahami
dari jihad. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak setiap jihad adalah peperangan, sebab
banyak jihad dengan cara selain berperang, begitu pula tidak setiap peperangan adalah
jihad, sebab jihad dengan berperang memiliki berbagai syarat dan ketentuan, serta
dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti yang telah dijelaskan dalam keputusan
Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Komisi Maudluiyah di Bejagung Tuban pada tahun
2018.%°

Mensosialisasikan Teknis Amr Ma’ruf Nahi Munkar Yang Sesuai Syariat

Amr ma’ruf nahi munkar harus disesuaikan dengan prosedur yang telah ditentukan dalam
syariat. Sehingga sangat keliru jika dalam pelaksanaannya hanya didasarkan pada tindakan
responsif atas terjadinya setiap kemunkaran tanpa mempertimbangkan aspek lain yang
juga dipandang penting, misalnya seperti menghindari mudarat yang lebih besar. Sebab
pelaksanaan melindungi agama tidak hanya terpaku pada menghilangkan kemunkaran
saja, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat agar tidak terjadi
berbagai macam implikasi buruk atas pelaksanaan melindungi agama. Diantara ketentuan-
ketentuan pelaksanaan melindungi agama dalam konteks amr ma’ruf nahi munkar yang
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a) Keharaman Perkara Munkar Disepakati Ulama atau Sesuai Keyakinan Pelaku
Melaksanakan perlindungan agama dalam lingkup kaum Muslimin dengan cara nahi
munkar, hanya dibatasi pada dua jenis kemunkaran, yakni kemunkaran yang bersifat
mujma’ ‘alaih (disepakati ulama keharamannya) dan kemunkaran yang didasarkan
pada keyakinan pelaku kemunkaran.

Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan
nahi munkar pada orang lain hanya karena melakukan tindakan yang menurut
keyakinan pelaksana nahi munkar (muhtasib) merupakan sebuah kemunkaran, sebab
yang menjadi parameter suatu tindakan disebut munkar bukanlah dari tinjauan
pelaksana nahi munkar (muhtasib), tapi didasarkan pada keyakinan atau mazhab yang
dianut oleh pelaku tindakan tersebut.

Sehingga, bagi seseorang yang hendak melakukan perlindungan agama dengan cara
nahi munkar agar secara pasti mengetahui bahwa pelaku memang meyakini bahwa
perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah kemunkaran menurut keyakinan mazhab
yang dia anut. Sebab jika hal ini masih tidak diketahui olehnya, maka perlindungan

33 Muhammad bin ‘Umar al-Nawawi al-Jawi al-Syafi’i, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-‘Ain (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), 1/362.
> Muhammad Sayyid al-Thanthawi, Tafsir al-Wasith, (Kairo: Dar Nahdlah, 1998 M), cet. 1, XV/19.
5 Musthafa Khin dan Mushthafa Bugha, Figh al-Manhaji ala Madzhab al-ilmam al-Syafi’i, (Damaskus: Dar al-Qalam, tth.),
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agama yang dia lakukan dengan cara nahi munkar merupakan hal yang tidak dapat
dibenarkan.>®

b) Kemunkaran Tampak dengan Nyata
Melakukan perlindungan agama hanya tertentu pada kemunkaran yang tampak
(zhahir), sehingga nahi munkar tidak diperbolehkan pada kemunkaran yang masih
tertutupi.®’ Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak boleh bagi seseorang untuk
meneliti dan menelusuri kemunkaran yang secara zhahir tidak nampak. Dalam istilah
fikih, meneliti kemunkaran yang tidak tampak disebut dengan istilah tajassus.>®

c¢) Kemunkaran Wujud Ketika Melakukan Nahi Munkar
Berdasarkan ketentuan ini tidak diperbolehkan menindak orang yang sudah selesai
melakukan kemaksiatan. Sehingga rakyat sipil tidak berhak untuk menindaknya,
namun hanya punya wewenang untuk memberikan mau’izoh.>® Termasuk hal yang
tidak dapat untuk diteliti adalah kemunkaran yang telah selesai terjadi, sebab meneliti
kemunkaran yang telah terjadi berarti sama saja dengan membeberkan sebuah
kemunkaran, sedangkan hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh syara’.®°

d) Tidak Menimbulkan Kemunkaran yang Lebih Besar
Dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar disyaratkan tidak boleh sampai
menimbulkan fitnah serta mudlarat yang lebih besar dari kemunkaran yang menjadi
obyek nahi munkar. Sebab jika tidak, maka sama saja dengan menghilangkan
kemunkaran dengan cara memunculkan kemunkaran lain yang lebih besar, seperti
mobilisasi massa yang dapat menimbulkan kegaduhan.®!

e) Menindak Kemunkaran Secara Proporsional
Dalam menindak pelaku kemunkaran harus berdasarkan pada kebutuhan penindak
dalam menghilangkan kemunkaran yang sedang terjadi, sehingga tidak dapat
dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang.

Berdasarkan hal ini maka tidak diperkenankan membakar alat musik selama masih bisa
menghilangkan fungsi alat tersebut dengan cara memecahnya. Dalam menindak
pemabok, cukup dengan cara membuang minuman keras yang sedang dikonsumsi
tanpa memecah botolnya. Berbeda ketika tidak ada jalan lain dalam menghentikan
kemunkaran kecuali dengan cara memecah botol, maka dalam kondisi demikian
memecah botol diperbolehkan dan ia tidak perlu mengganti rugi botol tersebut, sebab

6 Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawy, Bughyah al-Mustarsyidin, Beirut: Dar al-Fikr, h. 251.

0 1)) 06 sl o 215 55 IR 5 3 ) 5 ot tist 3 51k 2 105G 5 5530 01305 G e i 20 455
G Je e i p B gy o 2
57 Ibid., h. 251-252
%8 Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy, lhya’ Ulum ad-Din, Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, vol. 2, h. 403-404.
5o 553 513 a3 B G 6 G e 3 A B 3,50 $35 TG B 30 Al o 5 BB A AL s S
2B 3§ G5 S
%9 |bid., vol. 2, h. 320.
80 Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safariniy, Ghidza’ al-Albab, Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, vol. 1, h. 202.
S5k 505 12 5355 5n Bl 3 50 05 B e ool il ST A o 25 6 1 (51 20) b S 2 )
a5 45213 533 B3 by i il S B Lﬁg 2 e 538 Y3 4 56 Y G Sy feu) s
61 Sulaiman bin ‘Umar al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), vol. 5, h. 182; Abdul Qadir

‘Audah, at-Tasyri’ al-Jina’iy fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Katib al-‘Araby, tth.), vol. 1, h. 498; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-
Mugqi’in, (Jeddah: Dar Ibnu al-Jauzi, tth.), vol. 4, h. 339-340; Hasan Ayub, as-Suluk al-litima’iy, h. 414.
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f)

g)

dalam hal ini sulit menghilangkan kemunkaran tanpa memecah botol.%? Berbeda
halnya, jika masih mungkin menindak kemunkaran tanpa memecah botol, maka
memecahnya adalah haram dan wajib mengganti rugi atas kerusakan botol tersebut.

Namun demikian, dalam menindak kemungkaran yang terjadi setiap da’i harus
memiliki setrategi yang jitu. Harus tahu kapan saat menindak dengan kelembutan
kapan saatnya bertindak dengan tegas. Oleh karenanya, amar ma’ruf nahi munkar
adalah salah satu kewajiban yang tidak layak dilakukan kecuali oleh orang yang betul-
betul memahami kondisi dan setrategi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh
Nawawi al-Bantani:

Y1 55 Y Y —oLUSl oy b oy 4l sday carly oS5 0N S carly pl A e (RAG
o3 Loy ol ol gl 3L 5 8 (R 5 ool aBgs Y g oldl oy —JUAL Wl e
SIS moye § ooy ol moge b Jaliy 18y Gy pall o Ry S aly JHU

“Menindak kemungkaran adalah kewajiban. Dan kewajiban ini adalah kategori fardlu
kifayah. Karena hal ini tidak layak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang
mengetahui kondisi dan memiliki strategi khusus dalam amar ma’ruf. Agar orang yang
melakukan kemungkaran bisa berhenti, bukan justru bertambah kemungkaranya.
Karena orang bodoh (sebab kebodohanya) justru memerintah kemungkaran dan
melarang kebaikan. Dan dia tidak tahu kapan harus bertindak lembut dan kapan
bertindak tegas.”

Tidak Meruntuhkan Kewibawaan Pemerintah atau Tokoh Berpengaruh

Menegur pemerintah di saat melakukan kesalahan, selayaknya tidak dilakukan dengan
cara-cara anarkis, mencaci-maki atau tindakan lain yang meruntuhkan
kewibawaannya. Namun dilakukan dengan cara santun, berdialog dengan baik di
tempat tertutup dan tidak dengan melakukan demontrasi yang rawan menimbulkan
kericuhan.®* Rasulullah Saw bersabda:

- - I

-~ o w
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(es=dloly ) A 3l ade (sl 651 36 33
“Barangsiapa hendak menasehati pemerintah, maka jangan dengan terang-terangan
di tempat terbuka. Namun jabatlah tangannya, ajaklah bicara di tempat tertutup. Bila
nasehatnya diterima, bersyukurlah. Bila tidak diterima, maka tidak mengapa, sebab
sungguh ia telah melakukan kewajibannya dan memenuhi haknya.” (H.R. Al-Hakim)

Amar Makruf Nahi Munkar kepada Non-Muslim

Perbuatan non-Muslim, baik yang berkaitan dengan ibadah seperti perayaan hari raya,
misa, natal, ritual nyepi dan sebagainya, atau aktivitas di luar ibadah yang mereka
yakini benar seperti mengkonsumsi daging babi dan lain sebagainya, tidak boleh
dicegah dan dilarang.®> Orang Islam wajib menghormati segala perbuatan yang benar
menurut keyakinan agama mereka selama tidak menimbulkan mudarat kepada orang

62 Abu Hamid al-Ghazali, thya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), vol. 2, h. 326.
B (164 /1) 22 T AN o S a7l

64 Abu Hamid al-Ghazali, lhya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), vol. 2, h. 337; Muhammad bin Muhammad al-Husaini
az-Zabidi al-Murtadha, Ithaf as-Sadat al-Muttagin, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, tth.), vol. 8, h. 50.

8 Ibnu ‘Asyur, At-Tahrir Wa At-Tanwir vol. 6, hal. 205
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lain dan tidak melanggar aturan pemerintah.

3. Dakwah Dengan Mengedepankan Rahmat

Dakwah merupakan upaya mengajak manusia untuk menempuh jalan yang benar dan di
ridhoi Allah SWT, pada umumnya, berdakwah akan melibatkan orang lain sabagai objek
dari dakwah itu sendiri, bahkan seorang da’i tidak jarang bersinggungan langsung dengan
masyarat, sehingga untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan da’i dalam simpati
mereka, seorang da’i diharuskan menempuh berbagai usaha baik secara lahir maupun
batin, dengan memperhatikan etika-etika atau norma-norma berdakwah sebagaimana
yang telah di ajarkan oleh Baginda Nabi SAW, para Sahabat, dan Ulama’ salaf, diantara
prinsip dan etika yang harus dimiliki dan dipegang teguh oleh seorang da’i antara lain ialah
mengedepankan rahmat. Rahmat disini diartikan dengan rasa empati atau kasihsayang
terhadap mad’u (objek dakwah). Dalam satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhori dan Muslim disebutkan:

)
o oW

G CE Gy )
“Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang maha lembut yang mencintai kelembutan.” (H.R.
Bukhori & Muslim)

Termasuk etika seorang da’i adalah bersikap halus dan lembut, cara dakwah dengan hal ini

dinilai lebih efektif dan menarik simpati dari masyarakat, menghindarkan potensi fitnah

dan menepis adanya permusuhan dan perselisihan. Sikap semacam ini sangat cocok dan

sesuai dengan keumuman sifat manusia, dimana mayoritas dari mereka sangat nyaman

dan suka apabila diperlakukan dengan halus dan lembut.®®

Adapun, perihal metode dakwah ramah ala Islam Nusantara di masa kini secara prinsip

sama dengan metode dakwah di masa Walisongo, meskipun dalam strateginya perlu

dilakukan dinamisasi sesuai tantangan zaman, dengan tetap berpijak pada aturan syar'i.

Secara terperinci metode tersebut dapat dilakukan dengan:

a) Berdakwah dengan hikmah, mau'izhah hasanah, dan berdialog dengan penuh
kesantunan.

b) Toleran terhadap budaya lokal tidak bertentangan dengan agama.

c¢) Memberi teladan dengan al-akhlak al-karimah.

d) Memprioritaskan mashlahah 'ammah daripada mashlahah khasshah.

e) Berprinsip irtikab akhaff ad-dhararain.

f) Berprinsip dar' al-mafasid mugaddam 'ala jalb al-mashalih.®”

4. Menyadarkan Kesetaraan Hak Antara Muslim Dan Non-Muslim Dalam Negara Bangsa
Dalam menyikapi perbedaan agama, Ahlussunnah wal Jama’ah lebih mengedepankan sikap

menyayangi dan toleransi,®® merajut tali ukhuwwah basyariyyah serta membangun

86 Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Smith, al-Manhaj as-Sawi h. 311.
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Ahmad bin Hasan al-Athas, Tadzkir an-Nas h. 18.
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67 Selengkapnya, dapat merujuk pada Hasil Keputusan Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyyah PWNU Jawa Timur tentang Islam
Nusantara di UIN Malang 13 Pebruari 2016.

% Toleransi dalam konteks sosial dan budaya berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya (tidak melakukan) diskriminasi
terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.
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hubungan harmonis, karena inilah cerminan ajaran Islam sebenarnya. Sikap seperti ini
sekaligus menjadi cerminan kebeningan spiritual pada diri seorang Muslim.%® Sedangkan
sikap diskriminasi kepada non muslim dzimmi yang dijelaskan di berbagai kitab turats yang
pada prinsipnya merupakan bagian dari siyasah dan berdasarkan maslahah rajihah
(kemaslahatan yang lebih unggul), dapat berubah-ubah sesuai konteks zaman, tempat,
kondisi politik dan kemaslahatan yang sangat dinamis.”®

8 As-Syathibi, al-Muwafagat, (Kairo: Dar lbn Affan, cetakan pertama 1417 H/ 1997 M), vol. 5, h. 164.
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Al-Munawi, Faidh al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, cetakan IV 2009 M), vol. 3, h. 93.
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% lbn Qayyim al-Jauziyyah, Ahkam Ahl aD-Dzimmah, (ttp.: Ramadhi, li an-Nasyr, 1418 H/1987 H), vol. 3, h. 1321-1322.
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Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, al-Ghuluw wa at-Tatharruf, h. 108-109.
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Berdirinya negara bangsa dan ketiadaan konsep dzimmah dalam realitas politik umat Islam
saat ini, meniscayakan umat Islam kembali dalam konsep kewarganegaraan mu'ahadah
yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah 14 abad yang lalu. Sehingga non-muslim
saat ini yang hidup berdampingan bersama umat Islam dalam satu negara, merupakan
warga negara (muwathin) yang memiliki hak dan kewajiban sesuai undang-undang seperti
warga negara lain, yang dalam fikih klasik secara substansial lebih mendekati konsep
mu'ahadah sebagaimana dibangun Nabi di Madinah.

Persatuan antarwarga negara Madinah sebagai bangsa yang satu meniscayakan persamaan
hak dan kewajiban mereka, tanpa membeda-bedakan agama, suku dan latar belakang
primordial Jainnya. Semua warga negara Madinah bertanggung jawab membela,
mempertahankan serta memajukan negaranya:

Aaoeall sin o1 )l e o il g 0
“Mereka (Yahudi dan Muslim) saling membantu dalam menghadapi orang yang
memerangi pihak-pihak yang terikat piagam ini.”’?

oty 5el5 Lo e U1 me (352 354l Ol

“Kaum Yahudi bahu-membahu bersama umat Islam menanggung biaya militer selama
mereka turut berperang.””?

oS o83 e e el et Ol

“Sungguh di antara mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi
penyerang kota Yatsrib (Madinah).””?

Mereka semua bahu-membahu dalam menjalankan kewajiban bela negara, sehingga
musuh yang menyerang salah satu elemen penduduk Madinah juga berarti menyerang
keseluruhannya. Persamaan kewajiban tersebut berkonsekuensi persamaan hak di antara
seluruh warga negara. Konsep kewarganegaraan ini tidak membedakan warga negaranya

o Lo Jantld A0 (R e laza ) Alaal g rvednd) selluae 4 U bl ol g gria a8 0 o g wmadanald 3 2S00y o gitdl 394l lels) 3
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Abdul Karim Zaidan, Ahkam ad-Dzimiyyin wa al-Mustaminin, h. 84-85.
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1 |bn Hisyam, Sirah al-Nabawiyyah, 1/501.
2 Ibid., vol. 1, h. 502.
3 Ibid., vol. 1, h. 503.
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berdasarkan agama dan latar belakang lainnya:

etk o polie Yy (aghie 1 5ully pall o) O 5 (po UinS e 4y

“Kaum Yahudi yang turut serta bersama kita, berhak mendapatkan pertolongan dan
persamaan, tidak dizalimi dan tidak diperangi.”’*

Mufti mazhab Syafi'i Suriah, Syaikh Adnan al-Afyuni mengomentari maksud dari pasal
piagam Madinah di atas:

Byladl 525 U 5 dly cgade o poliie Yy o ghlie 18 5gully paidl Al O 5 0 UinS (0 )
Lblol) 3 oi> %g
“Kaum Yahudi yang turut serta bersama kita, berhak mendapatkan pertolongan dan

persamaan, mereka tidak dizalimi dan tidak diperangi. Maksud uswah adalah persamaan
seluruh elemen masyarakat dalam hak-haknya sebagai warga negara.””?

Mengaca pada Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Maudlu’iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur,
perihal ini terdapat beberapa poin penting diantaranya:

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa menjalin kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara mutlak diperlukan guna meraih cita-cita luhur persatuan nasional dan
keutuhan serta eksistensi NKRI.

2. Bahwa dalam implementasi kerukunan antar umat beragama bagi umat Islam tidak
boleh mengabaikan rambu-rambu agama, agar ke-Iman-an dan ke-Islam-annya tetap
terjaga dengan baik.

3. Bahwa bagi para pejabat dan tokoh muslim wajib memberikan tauladan yang baik,
membina warga dan umatnya bagaimana menjalin kerukunan antar umat agama secara
benar dalam konteks berbangsa dan bernegara.’®

lll. Respon NU terhadap Propaganda Anti Islam Nusantara’’

1.

Peran Budaya memperkokoh keluhuran Bangsa dan Negara

Budaya adalah sebuah kreasi yang diciptakan oleh manusia yang dapat menentukan cara
mengaplikasikan ajaran islam, tidak sebaliknya, yakni ajaran yang merubah budaya. Dengan
pendekatan kultur dan budaya pengamalan agama di Indonesia, khususnya dijawa tidaklah
mungkin disamakan dengan pengamalan islam di negara arab, karena perbedaan kultur
yang ada. Islam di negara Arab masuk melalui kultur kaum yahudi dan nasroni, sedang islam
dijawa melalui hindu dan budha. Sementara dalam pengamalan agama, dianjurkan untuk
tidak merubah sosial, budaya, kultur dan tradisi di masyarakat yang tidak bertentangan
dengan ajaran islam, bahkan menjaganya merupakan pengamalan ajaran akhlak yang di
perioritaskan melebihi ketaatan.

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling
mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya,
akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan
budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-

74 Ibid., vol. 1, h. 504.
7> Adnan al-Afyuni, al-Alagah Baina din wa ad-Daulah h. 18.

76 Keputusan Bahtsul Masa’il Maudlu’iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur 15-16 Dzulga’dah 1439 H./ 28-29 Juli 2018. Di PP.
Lirboyo-Kediri Jatim.

7 Poin-poin pembahasan perihal Maksud Islam Nusantara, Metode dakwahnya dan lain sebagainya dapat dirujuk pada Hasil
Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur Tentang Islam Nusantara di UIN Malang pada 13 Februari 2016.
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tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Mau
tidak mau dakwah islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-
segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Bahkan, sebagian ayat al-Qur’an turun melalui
tahapan penyesuaian budaya setempat.

Dakwah Ahlussunah wal Jama’ah an-Nahdliyyah (Aswaja an-Nahdliyyah) hendaknya
dilakukan dengan mengedepankan etika baik, yakni tidak memberangus secara
membabibuta terhadap budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat, namun
mengikuti tradisi masyarakat selama bukan dalam hal kemaksiatan. Saat ditanya tentang
budi pekerti baik Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra. menjawab:

78, 02| VAE G o id ¥ 3 81 L3150 50

“Beretika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan
kemakshiatan”.

Pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra. Diatas kemudian oleh Al-Imam al-Ghazali
ditegaskan:

-
; i
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oA & G sy

79

“Etika baik dengan manusia adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu,
namun hendaknya engkau sesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak
bertentangan dengan syari’at.”

Selanjutnya, perihal adat dan syariat yang bertentangan Sayyid Alawi bin Ahmad Assegaf
mengungkapkan dalam karyanya:

salad) Lal\ gﬂré::ggj&ébal\ubv ML&.L\;).s&@.atJ&J\AfU\wJ ‘:gjg...._-l-\d\."e
o Y g C.:.e 13] b Chi;.ﬁ S5 glaadly Blaadl 4] Lo gl day 3l o 5ol Juadl A 5

“Imam al-Husairi Rahimahullah berkata: Syariat itu dibangun atas prinsip menolak
kemafsadatan dan menarik kemaslahatan, bahkan bilamana hukum syariat itu berlawanan
dengan adat, maka ditinggal. Dan diamalkan adat tersebut, sebab menutup rapat-rapat
pintu kemadaratan yang dapat menyakiti serta menimbulkan terhadap konflik, perpecahan
dan permusuhan.”®°

Sehingga, dari pernyataan yang diutarakan oleh Sayyid Alawi dalam karyanya yang mana
beliau mengutip ungkapan Imam al-Husairi, bahwa disaat kita dihadapkan pada
problematika yang dilematis antara adat dan syariat, maka adat tersebut tetap dilakukan
dalam rangka “sad adz-dzara’l” sebab khawatir dapat menimbulkan kemafsadatan yang
lebih besar seperti terjadinya konflik, perpecahan dan permusuhan.

2. Mengakoomodir budaya yang sesuai dengan syareat
Islam tidak anti terhadap tradisi/budaya, bahkan sebaliknya Islam akomodatif padanya. Hal
ini setidaknya dapat dibuktikan dengan dua hal, yaitu berbagai ayat al-Qur'an dan hadits
yang dalam redaksinya mengakomodir tradisi/budaya; dan beberapa tradisi/budaya
jahiliyah menjadi ajaran Islam. Selain itu, dakwah Islam di Nusantara ketika berhadapan
dengan berbagai tradisi/budaya bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dalam fikih
dikenal sebuah kaidah:

8 Nawawi al-Bantani, Mirgat Shu’ud al-Tashdig, h. 61.
7® Al-Ghazali, Ayyuha al-Walad, h. 92.
80 sayyid Alawi bin Ahmad Assegaf, Majmu’ah Sab’ah Kutub al-Mufidah h. 80.
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“Tidak sepantasnya keluar dari tradisi manusia kecuali dalam keharaman.”

Bahkan terkadang kesunahan sebaiknya ditinggalkan apabila melakukannya berdampak
meresahkan masyarakat. Sebagaimana Nabi Saw. tidak merekontruksi bangunan Ka’bah
dalam rangka menjaga perasaan orang-orang Quraisy. Beliau bersabda:

-~
3

SO 31y a8 A 35 ) G 4 T3l B il i 28l el B Y 4SS G
(P-L.M Dj))

"Wahai ‘Aisyah, andai saja masyarakatmu tidak dekat dengan zaman kekufuran, niscaya

akan aku renovasi Ka’bah sehingga aku tambahkan bangunannya dari Hijr, sebab sungguh
kaummu ceroboh dalam membangunnya" (H.R. Muslim).

Karena pertimbangan itu pula, Imam Ahmad dan selainnya menyunahkan bagi Imam shalat
untuk meninggalkan kesunnahan dalam mazhab yang dianutnya bila bertujuan untuk
mengambil simpati para makmumnya, seperti imamnya meyakini kesunnahan membaca
bismillah dengan keras sementara makmum meyakini sebaliknya, yang lebih baik bagi
imam adalah mengikuti keyakinan makmumnya.?? Sehingga, pada intinya dalam merespon
tradisi maupun budaya selayaknya kita melihatnya secara jernih dan objektif. Jangan
sampai memberangus budaya yang sekiranya dipersilisihkan oleh para ulama.
Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu kaidah fikih:

ake ezl S Wil ad calasd) S5y Y

“Tidak diperkenankan mengingkari hal yang masih diperselisihkan, kita hanya mengingkari
hal yang sudah disepakati.”®?

3. Meluruskan Budaya yang Bertentangan dengan Syareat
Salah satu bentuk akomodasi budaya oleh Islam ialah pendekatan netralisasi, dilakukan
untuk menyikapi tradisi/budaya yang di dalamnya tercampur antara hal-hal yang
diharamkan yang dapat dihilangkan dan hal-hal yang dibolehkan. Netralisasi terhadap

81 |bn Muflih al-Maqdisi, al-Adab al-Syar’iyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah cetakan Il 1419 H/ 1999 M), vol. 2, h. 47.
82 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah cetakan pertama 1408 H/ 1987 M), vol. 2, h. 355.
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8 Yasin bin Isa al-Fadani, al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib as-Saniyah h. 580.
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budaya seperti ini dilakukan dengan menghilangkan keharamannya dan melestarikan
selainnya. Allah berfirman:

50 & T 5k (e 58 83 487510 88 11,836 1o 22 6

G0 e 53 34 U3
“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut
Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu,
atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang

bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”, dan tiadalah baginya bahagian
(vang menyenangkan) di akhirat.” (Q.S. Al-Bagarah: 199)

Dalam menjelaskan sabab an-nuzul ayat ini Imam Mujahid menyatakan, bahwa orang-
orang Jahiliyah seusai melaksanakan ibadahnya biasa berkumpul dan saling membangga-
banggakan nenek moyang dan nasab mereka yang jelas-jelas dilarang dalam Islam,
kemudian turun ayat tersebut yang tidak melarang perkumpulannya namun hanya
memerintahkan agar isinya diganti dengan zikir kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa
Islam tidak menganjurkan penghapusan tradisi/budaya secara frontal, namun
menganjurkan untuk meluruskan hal-hal yang belum lurus saja.8*

Selain netralisasi, juga terdapat pendekatan amputasi, hal ini dilakukan untuk menyikapi
budaya yang mengandung keharaman yang harus dihilangkan. Amputasi terhadap budaya
semacam ini dilakukan secara bertahap, seperti terhadap keyakinan animisme dan
dinamisme. Meskipun dilakukan dengan cara menghilangkan hingga ke akarnya,
pendekatan ini dilakukan secara bertahap. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw dalam
menyikapi keyakinan paganisme di masyarakat Arab menghancurkan fisik berhala-berhala,
berikut berhala keyakinan, pemikiran, dan kebudayaannya. Tradisi tersebut berhasil
dihilangkan, namun baru terlaksana secara massif pada peristiwa pembebasan kota
Makkah (Fath Makkah) pada 630 M / 8 H, atau saat dakwah Islam telah berusia 21 tahun.®>

Sehingga, Islam dalam menyikapi budaya yang bertentangan tidaklah dengan
memberangusnya secara membabi-buta, namun dengan cara yang santun, perlahan dan
tentunya menggunakan strategi yang baik dan bijak.

84 Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Ali al-Wahidi, Asbab Nuzul al-Qur’an h. 65.
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85 Muhammad bin Isma’il al-Bukhori al-Ju’fi, Sahih al-Bukhorivol. 5, h. 148.
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2. Pasar Modal dan Trading Saham, Sukuk, Reksadana

Status Saham, Obligasi, Sukuk, dan Reksadana sebagai Sil’ah di Pasar Modal

Dewasa ini, dunia usaha semakin berkembang seiring kemajuan yang terjadi pada sektor keuangan.
Tumbuh kembangnya dunia usaha memang tidak bisa dilepaskan dari sektor satu ini karena erat
kaitannya dengan kemudahan akses modal usaha.

Ada 2 jalur akses modal yang diperkenalkan oleh pemerintah, yaitu (1) jalur perbankan (Institusi
Keuangan Bank / IKB) dan (2) jalur non-perbankan (Instiitusi Keuangan Non-Bank / IKNB).

Lewat perbankan, pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha kepada UMKM atau perusahaan
lewat produk pembiayaan (financing) dan kredit modal usaha.

Adapun lewat jalur lembaga non-bank, pemerintah menyediakan saluran resmi kepada para
pengusaha guna mengajukan permodalan kepada masyarakat melalui paket skema investasi (tanam
modal) atau pembiayaan. Salah satu wadah / tempat menawarkan paket investasi ini adalah pasar
modal (al-aswagq ra’su al-maliyyah).

Untuk dapat mengakses pasar modal tersebut, perusahaan atau UMKM harus mendaftarkan diri
terlebih dulu kepada Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bappepam-
LK). Sekarang, badan ini berubah nama menjadi OJK yang tidak hanya menangani Pasar Modal, akan
tetapi juga Bursa Berjangka Komoditi.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut menerbitkan surat berharga dalam bentuk saham,
saham syariah, obligasi, sukuk (obligasi syariah), dan berbagai derivatif yang lain seperti ETF dan EBA
(al-auraq al-maliyyah).

Setelah surat-surat berharga tersebut diterbitkan dan mendapatkan pengesahan dari KPEI (Lembaga
Kliring dan Penjaminan Efek Investasi) dan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), selanjutnya surat-
surat berharga tersebut dilelang dalam suatu wadah yang disebut Bursa Efek Indonesia (BEI).

Para investor yang menghendaki untuk berinvestasi di dalam perusahaan- perusahaan tertentu,
maka ia bisa membeli saham, obligasi, atau efek derivatif yang terdaftar dan ditawarkan oleh
perusahaan tersebut di bursa.

Saham dan Saham Syariah

e Menurut pihak Otoritas Jasa Keuangan (0JK), saham diartikan sebagai tanda penyertaan modal
seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.8® Dengan
menyertakan modal tersebut, maka investor memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan,
aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).%’

Ada 2 jenis saham yang beredar di pasar modal, yaitu saham konvensional dan saham syariah.
Perbedaan keduanya terletak pada keberadaan kegiatan produksi yang menjadi fundamentalnya dan
tata cara pembagian devidennya.

Secara umum, perbedaan saham dengan saham syariah adalah:

1. Saham konvensional (biasa disebut saham saja) memiliki aset fundamental berupa kegiatan
produksi yang tidak ter-screening dengan baik. Adakalanya industrinya bergerak di dunia halal
dan ada kalanya bergerak di dunia industri yang diiharamkan, seperti produsen minuman keras
(miras). Pendapatan yang ditawarkan oleh emiten (perusahaan penerbit saham) kepada
investornya adalah pendapatan berbasis bunga (kupon).8

8 QOtoritas Jasa Keuangan, Saham, bisa diakses dii situs resmi
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64
87 DX Channel, Saham, dapat diakses di : https://www.idx.co.id/produk/saham/
88 0JK, Saham, bisa disitus: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/285
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2. Saham syariah, memiliki aset fundamental berupa kegiatan produksi yang sudah terscreening
dengan baik, dan hanya khusus bergerak di dunia industri yang halal saja. Ditambah lagi dengan
ketentuan bahwa maksimal sumber dana yang diperoleh dari bunga, adalah 45%, tidak boleh
lebih dari itu. Sementara itu, pendapatan yang ditawarkan oleh pihak emiten kepada investornya,
adalah pendapatan berbasis bagi hasil (giradl / mudlarabah / profit sharing).®°

Obligasi dan Sukuk
Menurut OJK, yang dimaksud sebagai obligasi, adalah surat utang jangka menengah maupun jangka
panjang yang dapat diperjualbelikan.®®

Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan Efek untuk membayar imbalan berupa bunga
(kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan,
kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi yang berlandaskan akad-akad syariah disebut
obligasi syariah (sukuk).

Secara defiinisi dan operasional, ada perbedaan mendasar antara sukuk dengan obligasi.

1. Obligasi konvensional. Obligasi konvensional merupakan instrumen investasi yang terbit dengan
basis akad utang (qardl) dan janji pendapatan bagi hasil berupa pendapatan yang tetap (bunga).

2. Obligasi syariah (Sukuk). Obligasi syariah merupakan instrumen investasi yang berbasis akad jual
beli aset perusahaan yang ada dalam bentuk maal syuyu’ (undevined assets). Membeli obligasi
adalah sama dengan mengakuisisi “aset produksi” perusahaan. Selanjutnya, pihak yang
mengakuisisi (investor) menyewakan aset yang dibelinya kepada perusahaan sehingga pihak
investor mendapatkan bagi hasil (ujrah) lewat akad penyewaan tersebut.”!

Berdasarkan IDX (Indonesia Exchange) atau yang biasa dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia, aset
yang menjadi fundamental penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di
Pasar Modal, sehingga waijib terdiri atas:

1. Aset berwujud tertentu (a'yan maujudat);

2. Nilai manfaat atas aset sudah berwujud (manafiul a'yan) tertentu baik yang ada maupun yang
akan ada;

3. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada (ijarah istishna’iyah);
4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan); dan/atau
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)??.

Berpedoman pada penjelasan di atas, maka menurut rukun yang membentuk akad obligasi, rukun
obligasi konvensional itu terdiri dari item-item sebagai beriikut:

1. Pihak yang berhutang, adalah perusahaan penerbit obligasi (emiten)
2. Pihak yang memberi utang, adalah investor

3. Utang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha

4

Pihak yang menghutangi diberi janji bagi hasil berupa bunga (sejumlah persentase tetap dari
modal). Akad yang menyusun obligasi ini menyerupai akad deposito konvensional sehingga

8 0JK
https

Syariah, Data Produk Daftar Efek Syariah (DES), bisa diakses di :
://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Default.aspx

% DX
https:

Channel, Surat Utang (Obligasi), bisa diakses di saluran resmi IDX:

//www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/

911DX
%2 |bid

Channel, Produk Syariah, bisa diakses di: https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/
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termasuk akad mudlarabah fasidah sebagaimana Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di
Lamongan, Tahun 2019.

Sementara itu, pada sukuk, rukun yang membentuknya, adalah sebagai berikut:
1. Pihak pemilik aset adalah perusahaan penerbit sukuk

2. Pembeli aset adalah investor

3. Uang yang diserahkan oleh investor digunakan untuk menjalankan proyek
4

Pihak investor mendapat bagi hasil dari sewa atau kegiatan pengembangan harta dengan
kesepakatan bagi hasil pendapatan usaha yang sudah ditetapkan di muka, misal 10% dari deviden
(pendapatan) atau total hasil penyewaan. Berdasarkan penjelasan dari IDX Islamic dan POJK
Nomor ..... Tahun ...., akad yang berlaku pada sukuk ini mencakup akad ijarah, wakalah, istishna’,
istitsmar, mudlarabah, dan semua akad yang pada dasarnya legal secara syara’.

Reksadana dan Reksadana Syariah

Menurut penjelasan dari OJK, Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang
dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke
dalam surat berharga seperti : saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.

Definisi ini secara umum tidak bertentangan dengan reksadana syariah, kecuali hanya pada aset
fundamentalnya saja yang sudah terscreening dengan baik sebagai yang berstatus sah secara syara
dan pola akad bagi hasilnya.

Kegiatan penggalangan modal usaha lewat reksadana ini umumnya dikenal dengan istilah securities
crowdfunding (urun dana lewat saham, obligasi dan sukuk), atau pembiayaan sindikasi, yang bisa
terdiri dari akad syirkah mudlarabah, syirkah murabahah, syirkah musyarakah, dan sejenisnya.®3

Akad syirkah pada reksadana syariah, terdiri atas badan hukum yang mewadahi para pemodal
(investor). Badan hukum ini dikomandani oleh manajer investasi.

Sementara itu, akad mudlarabah dibentuk dari perjanjian kerjasama antara manajer investasi
dengan pengelola modal (emiten). Itu sebabnya, kemudian gabungan kedua akad yang menyusun
reksadana ini dikenal dengan istilah syirkah - mudlarabah, syirkah murabahah atau syirkah
musyarakah (holding).

Permasalahan

Berbekal penjelasan di atas, selanjutnya muncul permasalahan yang menghendaki dijawab oleh para
mubahitsin, adalah apakah saham, saham syariah, obligasi, sukuk dan aset derivatif sebagaimana di
atas bisa disebut sebagai sil’ah sehingga bisa dijualbelikan?

Jawaban
Pengertian Sil’ah
Sil’ah secara bahasa memiliki arti yang sama dengan mabi’ atau obyek yang bisa ditijarahkan.%*

Sebagai mabi’, maka sil’‘ah memiliki 2 macam karakter yaitu sebagai ainin musyahadah (aset maujud)
dan syaiin maushuf fi al-dzimmah (sesuatu yang berjamin aset).®®

% Mu'jam al-Ma'any

delal o a2y Lo : dades

% |bn Qasim al-Ghazy, Muhammad, Fathu al-Qarib al-Mujib, Penerbit: Al-Halaby, halaman 163-164

G0 Yy &Yy ke SSlall i o 1y e o ndiin |2l el 058 (i g ) oty 13] (5109) ol 5l (dlin (1 ) W T oLt 536 £ )
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Syarat yang harus terpenuhi dalam mabi’, ada 7, yaitu:
1. Harus terdiri atas aset yang suci lagi halal

2. Bisa diambil manfaatnya atau jasanya

3. Bisa diserahterimakan

4. Bisa dikuasai dan dimiliki

5. Diketahui kadar, harga dan takarannya

6. Bersifat tetap dan tidak mudah berubah (buduwwi al-shalah) serta

7. Tidak ada mawani’ syar’i, seperti riba, maisir, jahalah, gharar, ghabn, ghissy dan sejenisnya®®.

Ketika mabi’ memenuhi ketujuh syarat di atas, maka mabi’ menjadi dapat berlaku sah sebagai harta
dan bisa dijualbelikan atau ditijarahkan.

Ketidakterpenuhan syarat di atas, menjadikan akad penguasaan terhadap mabi’ menjadi tidak sah
melalui mekanisme transaksi jual beli (bai’) atau ijarah, melainkan lewat naglu al-yad atau bahkan
haram sama sekali.

Analisis Saham sebagai Sil’ah

Berdasar penjelasan yang tertuang dalam deskripsi masalah di atas, saham merupakan tanda bukti
penyertaan modal oleh investor pada perusahaan penerbit saham (emiten). Landasan akad yang
membentuk penyertaan modal ini adalah akad giradl, akad mudlarabah dan®’ akad syirkah.®®
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—oejﬂ\;vﬂ;;,\;w—a\é;fz,\.i?éfg..x&@iz,.—rE;b;;ugj;@\Eu;\\é;é@L:z&—<puaﬁoim—\i@(\)@;ﬁ\@ﬂj
A B 8 e 3 3 5 5Ll s 7 ole Aalad ad T8 - VLT o WL - V5 0 gayg cially Sl ity daghas
ol 3 Jo el ol G clgu esbiomally dojluakd Ladad elldy dllganld L3G Loke (padlall po S Loghas ol ) goiio LI 52 Lo gize Ylo 38 Lgiad
el (4 sy amizr) Slog ) atr S5 Olpadly OB 7355 b Bym Y 12 08 0 canth | 258 235591 25 35 lly SIS e pai) 46 2
gy e L3 L A p sy dejlal]

7 Abdul Wahid al-Ruyani, Bahru al-Madzhab li al-Ruyani, Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, 2009, Juz 7, halaman 73
orn Q5 A 5 2 b Lesd i s 5 wals oy ) @b 0 gy Sl 1,1 e of el g8 LS 1y piel) a2 s 55 (5955 206 2l 1 S
2 2 o LBl Glanaly Bl e (11041 L lally (Gl ol 21y i jlially (1A Gely 2kl s gy 55l Lo o Logis )
e o Rl Jalald alad 5 Jolall ) gadand g dalad o (0 JUI O alad slimad LD s 2Ll e Vi g calaid
938 Lo ol 2,16 613yl ol JBg a0 ,nts 51 Login sy 83315 9 1985 13) 0, Lt 2,5 2 J\s 515kl 1531540 P S L)l e 2 Gl 3
oot 3 1 gy Liall Bl G lpdlasly ) 3 LagS Y U5 055 0 it 5 301 (o Jaaly sl o QU 0 Vg gl e 5570 o g5 08
el b 28235 1 1V sl {253 8 5555 1315 s 5B iy o) g a1 o iy 00 s o3\l gl ookl Oty JWI G ol
) gt (530ally Al on e ki ULy oy 531 33 89 U1 5 s ey S e Wy s ) i sty 5 0 50 59 1035
ol 52 obol jans JBy . 21 51 SN ol Dyl e JUI @) oty ol ey JUL i (1 g2 Y S iy 5lm0 s Jolal) JUi 5Ll 3 Jolal)
i 5 13 . Joladl Zgar po 120 ALl " Lo e Lad e b 0oLl Gl 13] 208 3 ke e (9, W Jake g sldall e delir JB oy JUI
Yy Ldly S A Sl & o

% Wahbah al-Zuhaily, Al-Fighu al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 7, halaman 5036

sy ad Ll IS 81 o ol cn 25 sl g Lgin 8t el sl £yl ) 28801 Jlo ol oid el 8l 3 25 ) e (8 o) ol
131y cany o 31T 13] ud) (8 Bl ) 2S00 coons ) 1300 g5 L 51 2S5 G ety 4y s i) 2l o el 3 oo
a1 1) 0 Ul 28 5 s
KEPUTUSAN BMS PWNU Jawa Timur | Komisi B [Maudlu’iyah] | Ponorogo e 18-19 Juni 2022 | 35



Melalui penyertaan modal ke dalam kegiatan produksi, maka pemodal (rabbu al-maal) berhak
mendapatkan keuntungan (tsamrah / dividen) berupa bagi hasil usaha (deviden) pada waktu yang
telah ditentukan.

Dengan demikian, maka qashdu al-a’dham dari saham adalah mendapatkan keuntungan dari
deviden tersebut.

Karena saham merupakan unit penyertaan modal dan memiliki aset landasan berupa aset
perusahaan dan uang / modal, maka surat berharga berupa saham sudah memenuhi standar sebagai
syaiin maushuf fi al-dzimmah sehingga bersifat mutamawwal dan bisa berlaku sebagai sil’ah.

Karena bisa berlaku sebagai sil'ah, maka saham merupakan komoditas yang sah untuk
diperdagangkan selama tidak ada mawani’ syar’i di dalamnya, seperti riba, gharar, jahalah, maisir,
dan sejenisnya.

Akan tetapi, karena asal mula saham diciptakan adalah untuk maksud memudahkan masyarakat
dalam berinvestasi di pasar modal, maka dihimbau agar masyarakat tidak menyalahgunakkan fungsi
dasar penciptaannya tersebut, yakni sebagai instrumen investasi.®®

Analisis Obligasi dan Sukuk sebagai Sil’ah
Sebagaimana yang tertuang di dalam deskripsi soal, obligasi dan sukuk dibedakan menurut akadnya.

Obligasi merupakan surat pernyataan utang dari emiten kepada para investor dengan kesanggupan
membayar bunga / kupon setelah periode kontrak habis. Bunga merupakan bagian dari transaksi
yang haram disebabkan karena illat riba gardly.

Adapun sukuk (obligasi syariah), merupakan surat yang menyatakan suatu kepemilikan atas aset
tertentu oleh emiten sebagai ‘iwadl atau ganti dari dana investor yang disetor kepada emiten lewat
pasar modal.
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Akad yang membentuk sukuk adalah bai’ istighlal,*°° yaitu akad kombinasi antara bai’ bi al-wafa’'%!
dan akad ijarah.

Karena obligasi dan sukuk memenuhi unsur standar sebagai aset berjamin fisik (syaiin maushuf fii al-
dzimmah), maka obligasi dan sukuk dapat berlaku sebagai sil’ah dan dapat diperdagangkan selama
tidak ada mawani’ syar’i di dalamnya.

Analisis Reksadana
Reksadana merupakan produk penyertaan modal dari investor lewat tangan pihak kedua (manager
investasi) untuk diinvestasikan ke deposito, saham, sukuk, pasar uang, atau pasar pendapatan tetap.

Dengan demikian, reksadana bukanlah produk (sil’ah), melainkan cara berinvestasi lewat wakil yang
diupah.

Akad yang menjalin antara investor dengan manajer investasi adalah akad wakalah% bi al-ujrah atau
wakalah bi al-istitsmar.

Sementara itu, akad antara manajer investasi dengan emiten (perusahaan penerbit saham dan
obligasi) adalah akad syirkah mudlarabah.*%3

100 Majmu’atu al-Muallifin, Majallatu al-Ahkam al-Adliyyah, Juz 1, halaman 31
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BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JATIM

Sabtu — Ahad, 18-19 Dzul Qo’dah 1443 / 18-19 Juni 2022
di Yayasan Ki Ageng Muhammad Besari Tegalsari Jetis Ponorogo

KOMISI B (MAUDLU’IYAH)

Perumus dan Mushahih: Tim Ahli:
1. KH. Ardani Ahmad Dr. KH. Mujab Masyhudi
2. KH. Sadid Ja_uhari Moderator:
3. KH.M. Shoflyulloh_ _ 1. K. Zahro Wardi
4. KH. Ahmad Dzul Hilmi 2 K. M. Hamim Hr.
5. K. Zahro Wardi
6. K. M. Hamim Hr. Notulen:
7. K. M. Syahrul M. 1. K. Masykur Junaidi
8. K. Masykur Junaidi 2. M. Umar Faruq
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